
 

 

 

 

Gubernur Jawa Barat 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 15 TAHUN   2013 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 2009 
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAWA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : bahwa dengan telah dilikuidasinya Sekretariat Badan Narkotika 
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, 
perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang 
Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2009 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja 
Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat;   
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
4 Juli 1950)  Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 

 

 

 

 



2 
 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4844); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan 
Narkotika Kabupaten/Kota; 

  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 
 

  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2011 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108);  

      

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TAHUN 
2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS 
UNIT DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA 
PROVINSI JAWA BARAT. 

 

 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2009 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas  Unit  dan Tata Kerja Sekretariat 
Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 138  Seri D),  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita  Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 
 
 
 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 6 Pebruari 2013 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

                 ttd 

 

AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 6 Pebruari 2013  
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA BARAT, 

                             ttd 

 

   H. PERY SOEPARMAN, SH, MM, M.Si 
      Pembina Utama Madya 
NIP. 19570805 198503 1 008. 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN  2013 NOMOR 15 SERI D 

 Disalin Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Biro Hukum Dan HAM 

 
ttd 
 

Yessi Esmiralda, SH.,MH 
NIP.19560531 197603 2 002 

       


